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Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Sidang ke 19, Jenewa, 16 November – 4 Desember 1998, Agenda nomor 3 : PERMASALAHAN-PERMASALAHAN SUBSTANTIF YANG TIMBUL DALAM IMPLEMENTASI KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Komentar Umum Nomor 10 :

Peranan Lembaga-Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional Dalam Perlindungan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Kovenan pasal 2 (1) mewajibkan setiap negara penanda tangan “untuk mengambil langkah-langkah...dengan tujuan untuk mencapai perwujudan penuh secara progresif dari hak-hak [yang diakui oleh Kovenan] ... dengan segala cara yang dianggap layak”.Komite mencatat bahwa cara ini, dengan apa langkah-langkah penting dapat diambil, adalah tugas Lembaga-lembaga nasional untuk promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Pada tahun-tahun terakhir telah terjadi banyak pembentukan lembaga-lembaga seperti ini dan kecenderungan seperti ini sangat didukung oleh Sidang Umum dan Komisi Hak Asasi Manusia. Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia telah membentuk suatu program penting untuk membantu dan mendorong negara-negara dalam hal Lembaga-lembaga Nasional.

2. Lembaga-lembaga ini berbentuk mulai dari Komisi Hak Asasi Manusia Nasional melalui lembaga Ombudsman, pembela kepentingan publik atau hak asasi yang lain, sampai pembela rakyat dan pembela publik. Dalam banyak kasus, lembga ini dibentuk oleh pemerintah, mempunyai suatu tingkat otonomi yang tinggi dari pihak Eksekutif dan Legislatif, sangat mengindahkan standar-standar hak asasi manusia Internasional yang bisa diberlakukan di negeri itu, dan diberi mandat untuk melaksanakan banyak aktifitas yang dirancang untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia. Lembaga-lembaga ini dibentuk di negara-negara yang berbeda-beda budaya hukumnya serta terlepas dari keadaan ekonomi mereka.

3. Komite mencatat bahwa lembaga-lembaga nasionl secara potensial mempunyai peran yang krusial dalam mempromosikan dan menjamin keadaan saling bergantung dan ketakterpisahan dari semua hak asasi manusia. Sayangnya, peran ini sering sekali tidak diberikan kepada lembaga itu atau diabaikan, atau diberikan priorotas yang rendah oleh lembaga itu sendiri. Oleh karena itu sangatlah penting bahwa perhatian penuh harus diberikan kepada Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam seluruh aktifitas yang relevan dari lembaga-lembaga tersebut. Daftar di bawah ini mengindikasikan jenis-jenis aktifitas yang bisa, atau dalam beberapa hal sudah, dilakukan oleh lembaga-lembaga nasional dalam kaitannya dengan hak-hak ini :

a. Promosi program-program Pendidikan dan Informasi yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman atas Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, baik dalam lingkup masyarakat secara luas ataupun lingkup kelompok-kelompok tertentu seperti Pegawai Negeri, Lembaga Peradilan, Swasta dan Gerakan Buruh;

b. Pengkajian aturan-aturan dan tindakan administratif yang ada, juga Rancangan Undang-undang dan usulan lainnya, untuk menjamin bahwa hal-hal itu konsisten dengan ketentuan-ketentuan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;

c. Memberikan nasehat teknis, atau melakukan penelitian dalam hal Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, termasuk atas permintaan pejabat-pejabat publik atau lembaga-lembaga yang berwenang lainnya;

d. Pengidentifikasian patokan lingkup nasional untuk mengukur perwujudan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Kovenan;

e. Melakukan penelitian atau pencarian informasi untuk memastikan perkembangan perwujudan suatu Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tertentu, baik dalam negeri secara keseluruhan, atau di suatu daerah atau dalam kaitannya dengan suatu komunitas yang mempunyai kerentanan tertentu;

f. Memantau keselarasan dengan suatu hak yang diatur oleh Kovenan dan memberikan laporan mengenainya kepada pejabat-pejabat publik dan masyarakat sipil; dan

g. Memeriksa pengaduan yang menuduh telah terjadi pelanggaran atas standar-standar Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang berlaku di suatu negara;

4. Komite meminta negara-negara penanda tangan untuk mnjamin bahwa mandat yang diberikan kepada seluruh lembaga Hak Asasi Manusia Nasional termasuk di dalamnya suatu perhatian yang cukup terhadap Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta meminta negara penanda tangan untuk memasukka detail baik mandatnya maupun aktifitas pokok yang berkaitan dari lembaga-lembaga itu dalam laporannya kepada Komite.

PAGE  
1

